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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa: 
1. Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sudah disesuaikan dengan substansi dari KUHP itu sendiri. Karena premanisme merujuk pada beberapa tindakan, maka aksi premanisme akan di proses berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Umumnya yang terjadi, Premanisme merupakan tindakan yang mengarah pada pemerasan dan pengancaman seperti yang dijelaskan dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Akan tetapi, pada hakikatnya premanisme juga tidak hanya berkaitan dengan pasal tersebut. di Kecamatan Desa Buntu Bedimbar itu sendiri, aksi premanisme itu juga ada yang termasuk sebagai tindakan pencurian dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam proses penegakan aksi premanisme yang sesuai dengan KUHP
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yaitu masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme merasa takut terhadap preman, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Selan itu, kurangnya alat bukti dan saksi terkait tindak pidana premanisme.
3. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yaitu penyuluhan, patroli, upaya preventif atau pencegahan dan penindakan.
	
B. Saran
1. Diharapkan agar pihak Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa lebih giat lagi dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang premanisme, memberikan pengertian akan bentuk-bentuk premanisme, bahaya premanisme, dampak premanisme, sanksi terhadap pelaku yang melakukan premanisme serta memasang spanduk yang berisikan peringatan akan bahaya premanisme serta memberikan nomor pihak kepolisian yang dapat dihubungi apabila melihat kasus tersebut. 
2. Diharapkan kepada seluruh pihak untuk dapat turut serta dalam mematuhi seluruh peraturan hukum yang telah ada, terlebih kepada pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk dapat bersikap lelbih tegas dan dalam menangani kasus premanisme, sehingga dengan lebih ditegaskannya lagi pengawasan dan dikeluarkannya pengaturan hukum yang mengatur dan melarang praktik premanisme, maka akan bertambah pula tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum dan diharapkan dapat mengurangi praktik premanisme yang banyak terjadi di indonelsia khususnya di Desa Buntu Bedimbar. 
3. Diharapkan agar pihak Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar dapat lebih menekankan upaya pencegahan dan penanganan praktik premanisme yang terjadi di wilayah Desa Buntu Bedimbar. Dalam menanggulangi hal tersebut, diharapkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu dan mencegah berkembangnya premanisme. Masyarakat dapat mengontrol sosial dan berperan aktif sebagai memelihara prinsip dan norma yang berlaku di seluruh masyarakat. Keluarga juga memainkan peran penting (sentral) karena keluarga adalah unit terkecil masyarakat dan tempat nilai sosial dibentuk. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap praktik pungutan liar yang terjadi dan agar wilayah Desa Buntu Bedimbar dapat menjadi daerah yang bebas dari praktik premanisme.

